BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka
ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana yang dilakukan dikecamatan balai
Batang-Tarang diselesaikan menurut peradilan adat dengan berdasarkan
prinsip keadilan restoratif mengedepankan pemulihan korban pola yang
digunakan dalam penyelesaian adalah musyawarah dengan mediator para
pengurus adat dengan pendekatan tradisional village or tribal moots sebagai
bentuk diskresi oleh kepolisian yang juga memiliki andil terhadap
penerapan sanksi berdasarkan keadilan restoratif, pengakuan masyarakat
adat suku dayak mali yang menyatakan bahwa tingkat beban sanksi yang
dikenakan pada pelanggar hukum adat Suku Dayak Mali sesuai dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pengakuan mengenai efektif atau
tidaknya sanksi uang riyal dalam mencapai perdamaian pada kasus
pelanggaran hukum atau tindak pidana mengatakan cukup efektif sehingga
peradilan adat tidak secara mutlak digunakan pada setiap perkara pidana
yang terjadi pada masyarakat adat suku dayak mali sehingga pihak
kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan
suatu tindak pidana pantas atau tidak hanya diselesaikan dengan peradilan

adat namun juga tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.
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Dari penelitian ini ditemukan bahwa Prinsip Keadilan Restoratif yang
digunakan sebagai tujuan dari penyelesaian perkara pidana dengan sanksi
adat mampu mengakomodir ukuran “sesuai” oleh masyarakat terhadap
beban sanksi pidana yang di berikan terhadap pelaku tindak pidana namun
penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif belum pernah dilakukan
sebagai penyelesaian perkara yang disetujui oleh kepolisian Resor Sanggau
hanya dilakukan pada perkara diluar pengadilan. Akibatnya penyelesaian
perkara pidana dengan sanksi adat dapat membantu proses peradilan sesuai
dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dengan tidak

menyalahi kewenangan diskresi pihak kepolisian.
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B. Saran
Dari Kesimpulan diatas maka diperoleh fakta bahwa “Keadilan
Restoratif” dengan sanksi adat Dayak mali belum dapat diterapkan pada
penyelesaian perkara pidana sehingga menurut penulis saran yang dapat
diberikan adalah :

1. Kepolisian Sektor Batang-Tarang harus dapat secara aktif untuk
melakukan pendampingan baik kepada pengurus-pengurus adat yang
berwenang terhadap penyelenggaraan penegakan hukum dengan
prosedur hukum adat Dayak mali agar tidak terjadi pemberian sanksi
ektrem walau pada penerapannya dinyatakan oleh masyarakat sudah
sesuai tetapi harus ditinjau kembali dari sisi keadilan restoratif atau
pemulihan korban.

2. Pemberian edukasi mengenai prinsip keadilan restoratif dalam
penyelesaian peradilan adat kepada masyarakat adat hukum adat Dayak
mali terlebih kepada penyelenggara peradilan adat agar tujuan
pemulihan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan

dapat diwujudkan dengan upaya peradilan adat.
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